
INSTRUMEN HUKUM 

LINGKUNGAN ADMINISTRASI

INSTRUMEN PERENCANAAN

 Inventarisasi lingkungan hidup

 Penetapan wilayah ekoregion

 Penyusunan RPPLH



INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP

Inventarisasi lingkungan hidup 

dilaksanakan untuk memperoleh data dan 

informasi mengenai sumber daya alam 

yang meliputi:

a. potensi dan ketersediaan;

b. jenis yang dimanfaatkan;

c. bentuk penguasaan;

d. pengetahuan pengelolaan;

e. bentuk kerusakan; dan

f. konflik dan penyebab konflik yang timbul 

akibat pengelola



Inventarisasi lingkungan hidup terdiri atas 

inventarisasi lingkungan hidup:

a. tingkat nasional;

b. tingkat pulau/kepulauan; dan

c. tingkat wilayah ekoregion

INVENTARISASI LINGKUNGAN HIDUP



Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan 

dengan mempertimbangkan kesamaan:

a. karakteristik bentang alam;

b. daerah aliran sungai;

c. iklim;

d. flora dan fauna;

e. sosial budaya;

f. ekonomi;

g. kelembagaan masyarakat; dan

h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.

PENETAPAN WILAYAH EKOREGION



UNTUK MENENTUKAN DAYA DUKUNG 

DAN DAYA TAMPUNG SERTA 

CADANGAN SUMBER DAYA ALAM 

INVENTARISASI LINGKUNGAN DI 

WILAYAH EKOREGION



RENCANA PERLINDUNGAN DAN 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 

(RPPLH)

 DISUSUN BERDASARKAN HASIL INVENTASRISASI 

LINGKUNGAN HIDUP

 PENYUSUNAN RPPLH MEMPERHATIKAN:

A. KERAGAMAN KARAKTER DAN FUNGSI EKOLOGIS;

B. SEBARAN PENDUDUK;

C. SEBARAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM;

D. KEARIFAN LOKAL;

E. ASPIRASI MASYARAKAT; DAN

F. PERUBAHAN IKLIM.



a. RPPLH nasional == Menteri)

b. RPPLH provinsi  ===> Gubernur

c. RPPLH kabupaten/kota===> Bupati/ 

Walikota

RENCANA PERLINDUNGAN DAN 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 

(RPPLH)



INSTRUMEN PENCEGAHAN 

PENCEMARAN/KERUSAKAN
a. KLHS;

b. tata ruang;

c. baku mutu lingkungan hidup;

d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

e. amdal;

f. UKL-UPL;

g. perizinan;

h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;

i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;

j. anggaran berbasis lingkungan hidup;

k. analisis risiko lingkungan hidup;

l. audit lingkungan hidup; dan

m. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau 

perkembangan ilmu pengetahuan







Tata Ruang
 Berfungsi untuk mengendalikan pemanfaatan

ruang, khususnya dalam kaitannya dengan
pengelolaan lingkungan

Baku Mutu Lingkungan
 Ukuran untuk menentukan ada-tidaknya

pencemaran lingkungan

 Terdiri dari baku mutu ambien, emisi, gangguan, 
air, dan air limbah



4. Kriteria Baku Kerusakan LH
 Ukuran untuk menentukan kerusakan LH

 Meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan 
atau kriteria baku kerusakan akibat perubahan 
iklim

5. Amdal
 Kajian dampak penting rencana kegiatan

 Berfungsi sebagai dasar penetapan kelayakan 
lingkungan sebagai persyaratan izin lingkungan

 Penyusun Amdal harus memiliki sertifikat 
penyusun Amdal

 Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai  yang 
memiliki lisensi dari Menteri









Instrumen Hukum Lingkungan Administrasi

6. Perizinan Lingkungan
 Izin lingkungan secara khusus merupakan jenis 

izin baru

 Berfungsi pengendalian kegiatan/usaha

 Diberikan oleh Menteri, Gub, Bupati/walikota dan 
dapat didelegasikan kepada instansi teknis yang 
bertugas di bidang lingkungan hidup

 Izin lingkungan sebagai syarat untuk 
memperoleh izin usaha







Instrumen Hukum Lingkungan Administrasi

7. Instrumen ekonomi Lingkungan
 Pajak dan retribusi lingkungan

 Sistem insentif dan disinsentif

 Pembayaran jasa lingkungan

 Ekolabel, asuransi lingkungan, perbankan ramah 
lingkungan

 Dll

8. Peran Serta Masyarakat dalam proses 
pengambilan keputusan pemerintah (izin, 
amdal, tata ruang, dll)
 Bentuknya dapat berupa pengajuan keberatan, 

public hearing




